BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilikan tanah secara absentee oleh PNS di Kecamatan
Dusun Tengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ada
yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 1977. Ketujuh orang responden membeli tanah pertanian tidak dalam
masa dua tahun menjelang pensiun sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sedangkan luas tanah yang dibeli
oleh responden tidak melebihi dari luas maksimum yang ditentukan
Kabupaten Barito Timur.
Saran-saran:

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran-saran

diberikan kepada:

1. Kepala Kantor Pertanahan agar melakukan penyuluhan tentang pemilikan
tanah secara absentee kepada masyarakat pada umumnya dan bagi PNS
di Kabupaten Barito Timur.

2. PPAT Perlu penegasan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli
oleh PNS yang tidak mempunyai akta PPAT.

3. PNS Perlu di pertimbangkan kembali mengenai pemberian sertipikat hak
milik kepada para PNS yang memiliki tanah absentee, karena tidak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.
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( BADAN KESBANGLINMAS )
JL Jenderal Sudirman No § Yo - 55233
Telepon : (0274) 551l36 532"{5 0274) $51137
YA

Nomor
Perihal

Mﬂﬂiwjmm
Gubermur DIY (sebagai laporan);

Yogyakarts, 1 Agusts 2013

07471661 / Kesbang / 2013 Yth. :
: Rekomendssi ljin Penefitian Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Tengah

PALANGKARAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan | Fakultas Hukem Universitas Atma Jaya
Yogyakans

Nomar : 260V

Tonggal 1 25 Juli 2013

Perihal + [jin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang disjukan, Mndapu diberikan

surst  rekomendssi tidak keberatan  untuk melaksanakan penelitian dalam rangka

peny skripsi dengan judul | | - " PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAH

SECARA ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN

BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977 DI

KABUPATEN BARITO TIMUR ™, kepada:

Nama i SUSIMARGARETA

NIM : 090810137

Program Kekhususan  : Hukum Pentanaban dan Lingkungan

ProdiJurusan Timu Hukum

Fakutas Hukum Universitas Aima Jaya Yogyakarta

Lokasi Kabupaten Barito Tumur, Provins Kalimantan Tengah
Waktu Agustus s/'d Oktober 2013

Sehubungan dengan maksud teeschut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan
hantuan / fasilitas yang dibutuhkan,

“ e e e

chm!a yang hmnguun dnu]nhkun
i peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah

pmclmm
2. Tidek dibenarkan  melakukan penelman yang tidak sesual stau  tidak  ada

k 1y dengan judul pencliti
3. Melaporkan hasil penclitian kepada Badan Keshanglinmas DIY.

Rekomendasi [in penelitian ini dinyatakan tidak beriaku, apabil yata pemegang tidsk
memlaati ketentuan terschut di atas,

Demikian untuk menjodikan maklum.

2 Wakil Dekan | Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakx\a .
3. Yang bersanghutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Yas Sadarso Nomor 08 Telepon (0536) 21177) - 21792 FAX (0536) 21644
PALANGKA RAYA 73112

&

Palangka Raya |1 Agustus 2013
070/ 1010 / Kesbang Kepada
| (satu) cksp "
Rekomendasi Penclitian o K"“'K - """""'IT "“”'““, )
di -
PALANGKA RAYA

Bersama ini diteruskan surat dari Universitas Atma Jayn Yogynkara
Nomor 074/1661/Kesbang/2013 tanggnl Agustus 2013 perihal Rekomendast
Penclitian dengan judul: Pelaksansan Pemilikan Tanah Secara Absentee Oleh
Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunys Peruturan Pemerintsh No 4 Tahun
1977 Di Kabupaten Barito Timur.

Penelitian tersebut dilakokan selama 3 (Tiga bulan) pada bulan Agustus
2013 sampad dengan balan Oktober 2013 di Kabupsien Barito Timur Provins
Kalimantan Tengah stas nama:

Nama : Susi Margareta

NIM : 090510137

Jahatan : Mahasiswa [lmu Hukum

Tempat ¢ Univeristas Atmsa Jaya Yogyakarta

Pada prinsipnya kami setuju demgan Penclition terschut, sclama yang
bersangkutan mentaati peratumn yang berlaku.

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai d k yang berlaku, atas
kerjasamanya divcapkan terima kasih.

e




BABAN PERENCANAAN PEMBANGERAN BAERAE
Alamat ; J1. Diponcgoro No. 60 58 (0536) 3221715, 3220645, o (W55E) 3222217

@ FEMERINTAH FROVINSI KALIMANTAN TENGAN
PALANGKA RAYA - 73111

Nomor : 072/ 49y BidiBapp

Membaca  : Surat dari Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kalimaritan Tengah Nomor.070/1010%esbang
taggal 12 Agusts 2013

Pel | IZIN PENELITIAN

Mengingat

1 mummtatmmmwmw Pengembangan dan Penerapan imu
Pangetahuan dan Teknologi,

2. Peraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2011 fentang Pedoman Penyelenggeraan Pensiifan dan
Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Dasrah,

3. Peraturan Gubermwr Kalimentan Tangah Momor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pamberian [zin Peneliian
Pendetsen Bagi Sedap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerntah.

Membenkan l2n Kepada : SUSI MARGARETA NIM. 090510137

Tim Survey | Penelifi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Akan melaksanakan Peneltian

yang berudul . “PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAM SECARA ABSENTEE OLEH PEGAWAI

NEGER! SIPIL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4
TAHUN 1977 DI KABUPATEN BARITO TIMUR"
Lokas! - di Kab. Barito Timer

mwmmmmmmmmmmmm

Hasll Peneltian ini supaya dsampakan kepada

1). Kepaia BAPPEDA Provinsi Kalmantzn Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar,

2). Bupan / Walkota di wilayah penaitian sebanyak 1 (satu) eksemplar

c. Surat in Penelian inl agar Sdak dsalahgunakan untuk tujuan fertenty yang dapal mengganggu kestabilan

d. Surat 1zin Peneltian ini dapat dibatakan sewakhswakty apabita penelll fidak memenuhi keterduan-kelentuan pada
butir a, b dan ¢ fersebut distas;

e Surat lzin paneiitian ini berdaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal, 13 Nopember 2013

o

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADATANGGAL : 13 Agustus 2013




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alwmant : Jlo, Jansh Musit, KM. 1.5
Tamisag Layang Kode Pos 75611

REKOMENDASI PENELITIAN
“ﬂ!wm

Membacs ¢ Surst dari Wakil Deban | Fakibtas Hukum Usiversites Atmajaya Yogyakarta
Nomnor 261/V tanggal 25 Juli 2013
Perihal ] in Riset
Meosgingat =
1 MWIWMIHTMMMMNMMIM
b dan Penerap dan T
2 mmmmmmmurhuumm_
Penerbitan Rekomendasi Penclition.
Memberikan Rekomendasi Kepada:
Nama 2 =
NiM 1013
Progran Stal ¢ Bou Hokam
Jwdd Skripsi . Peleksanoon Pemilibon Tomah secars Abtensee oleh Pregawai
Negeri Sipil dengan Berlakunyn Peratwran Pemerintak  Nowor 4
Tabun 1997 &i Kabupaten Bavito Timur.
Tempat Lokasi ¢ Kecamatan Duean T
Lama Penclition S 19 Agustus 2013 s\ 190ktober 2013
Uneuk melaksanakan kegiatan / Penclitian dimaksud dengan catatan sebagai berikut :
1. Scbel clah kan kegistan agsr yieng b A lapoe kepada Pejabmt  Pemerintah
sctempat
2. Tidak débenark lakukan Penelition yang tidsk sesuai / Gdak ada ksitsseyn dengan judul
pcadld-hkul
3. Haus ik P dang-undangan yang berloku sertn mengindabkan adet istiadat
sctempal.
4. Setelah melaksanakan kogistan sgar mekapor hasil Penclitian kepoda Pemerintah Kabupaten

hmhﬁl-hl-ndnkm__hﬁkhm
Kabupaten Bario Tenur.

Demikisn Surat Reb fasi i dibrikan gar fip 1 "

Tamiang Layang, 19 Agsatus 2013

Tembusan issmpaibar Kgash v
r Kanakt Kowvw Pertasohon Kabaneten Rori Tieonr



BAUAN FUSAT STATLISTIK
@ KABUPATEN BARITO TIMUR

lA Y-uo SIITII ‘l-llul.q-ﬂsll
Propiret Kalimasten

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/252/Badan Pusat Statistik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Gumarak, SAP

NIP : 196411121985011001
Pangkat/Golongan : ITl/d

Jabatan : Kepala Seksi Statistik Distribusi
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susimargareta

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
NPM : 090510137AP

Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Menyatakan yang bersangkutan telah melakukan penclitian di Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barito Timur. Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat
dipergunakan dengan semestinya.

Barito Timur, 21 Agustus 2013
An. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barito Timur

Tembusan:



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
JL Karno E Boekanan RT 13, Tamiang Layang (73611)

e KALIMANTAN TENGAH

Tamiang layang, tanggal, 18 Agustus 2013

Nomor : 165 [ 300.3 /v (2013
Perihal : ljin Melakukan Riset,
Kepada Yth :

Bapak / Ibu Nara Sumber

Di - Tempat.

Menunjuk pada Surat Wakil Dekan | Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya, Jogjakarta, tanggal
25 Juli 2013, Nomor 251/V, perihal ljin Riset, maka dengan ini memberikan ljin Riset,
sehubungan dengan Judul skripsi Pelaksanaan Pemilikan Tanah Absentie oleh Pegawal Negert
Sipll, dengan berlakuknya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 di Kabupaten Barito
Timur, kepada mahasiswi atas nama :

1. Nama : SUSIMARGARETA

2. Nomor mahasiswa : 10137

3. Program Kehususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
4. Lokasiriset : Kabupaten Barito Timur

Dengan diberikan ijin melakukan riset ini kepada mahasiswi tersebut, maka mohon kepada
Bapak, Ibu, Sdr untuk berkenan memberikan data dan Informasi yang diperlukan dalam rangka
penulisan skripsi dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik demi menunjang pendidikan anak
didik kita, kami sampaikan terimakasih.




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN DUSUN TENGAH
Alamsai : L. Kapéen R, Soesil Telp. 0522-51001 Ampah 73652
AMPAR

Nomor : 070 / 242 / Um

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. RUSDIANOR, S.Sos, M.AP
NIP 19631207 198503 1 010
Pangkat/Golongan  : Pembina (IV/a)

Jabatan : Camat Dusun Tengah

Dengan Inl menerangkan, bahwa

Nama : SUSIMARGARETA

NIM : 10137

Program Studi : Iimu Hukum

Judul Sekripsi : Pelaksanaan Pemilikan Tanah secara Abstensee oleh Pegawal

Negeri Sipil dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 1977 di Kabupaten Barito Timur.

Telah melakukan kegiatan Penefitisn dan menghimpun data-data yang berkaitan
dengan judul Sekripsi, di wilayah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi
Kaimantan Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya,

e ="Pembina (IV/a)
NIP. 19631207 198503 1 010



